Menimbang :

Mengingat

BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 90 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG,

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Reklame dan penerimaan
pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. perlu dilakukan
pengaturan yang berkaitan dengan tata cara perpajakan;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 09Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu disusun Peraturan
pelaksana  Pemungutan Pajak Reklame sebagai petunjuk teknis
pelaksanaannya di lapangan;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang — undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1ahun 2009 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Memperhatikan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Tulang Bawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor ... Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

¢c. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;



. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan susunan dan gerak
ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau
memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada
suatu barang, jasa atau barang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau

didengarkan dan suatu tempat oleh umum;

. Panggung Reklame adalah Sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang
Reklame yang diatur dengan balk dalam satuan komposisi) yang estets balk dan segi
kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat, maupun keserasianniya dengan

pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan disekitarnya;

Penyelenggara Reklame adalah Orang, Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha

Reklame balk untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain;

Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame;

. Nilai Sewa Reklame adalah asuransi biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaran Reklame;
Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;

. Kawasan Zone adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah

tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame;

. Jalan adalah Jalan utama, Jalan kelas I, Jalan Kelas II dan Jalan Lingkungan yang mempunyai

nilai ekonomis dalam pemasangan reklame;

. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan arah untuk peletakan
reklame;

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat vang
digunakan oleh wajib pajak yang melaporkan data objek pajak sebagai dasar perhitungan dan
pembayarani pajak yang terutang menurut peraturan perundang- undangan perpajakan daerah;

. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas
Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;



Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
surat keputusan yang menentukan besamya pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jurnlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih
harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak Iebih

besar dan pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan
tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan
bentuk apapun termasuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
[ainnya;

. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD
adalah surat perintah pembayaran yang digunakan untuk melakukan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak daerah yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data
dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



BABII
PELAKSANA

Pasal 2
Dinas Pendapatan Daerah adalah Pelaksana dari Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak dilakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, yang
diawali dengan mempersiapkan Dokumen berupa formulir pendaftaran dan penataan yang
diberikan kepada Wajib Pajak.

2) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikirimkan atau diserahkan kepada
Wajib pajak, Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan jelas, lengkap dan
benar lain mengembalikan formulir dimaksud ke Dinas Pendapatan Daerah.

3) Dinas Pendapatan Daerah mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan
oleh Wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor unit yang digunakan
sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Pasal 4
Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau awal masa pajak
diwajibkan mengisi SPTPD.

BAB1V
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 5
1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 4, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.

2) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 4

digunakan untuk memperhitungkan dan menetapkan sendiri kewajiban pembayaran pajaknya.



Pasal 6
1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau ke Bendaharawan Khusus Penerima (PKP)
pada Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,
SKFDKB, SKPDKBT dan STPD.
2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan
formulir SSPD.
3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKDT, STPD dan SSPD,

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABY
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 7
Pemungutan pajak dilakukan terhadap seluruh penyelenggara Reklame yang berada di Wilayah
Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua

Ketentuan Pemungutan

Pasal 8
1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
2) Nilai Sewa Reklame dimaksud ayat (1), dihitung sebagai berikut:

a. Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan dan pihak ketiga, Nilai Sewa
Reklame dihitung berdasarkan nilai strategis ditambah nilai penyelenggaraan dikali masa
penyelenggaraan dikali luas Reklame.

b. Nilai Strategis sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) pasal ini dihitung berdasarkan kelas
jalan, sudut pandang dan ketinggian Reklame.

c. Sudut pandang dimaksud huruf b ayat (2) dilihat dari jumlah persimpangan jalan.

Pasal 9
Besarnya Nilai Sewa Rekame dan biaya penyelenggaraan reklame ditetapkan secara periodik
setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Bupati.



1)

2)

3)

1)

2)

3

Pasal 10
Besaran Nilai Strategis Reklame ditetapkan menurut tarif sebagaimana tercantum dalam
lampiran [ Peraturan ini.
Besaran nilai penyelenggaraan berdasarkan bahan dasar pembuatan dan kelas jalan
penyelenggaraan Reklame ditetapkan menurut tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II
dan III Peraturan ini.
Untuk jenis Reklame yang Mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol pajaknya
ditambah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok pajak.

Pasal 11
Pemungutan pajak Reklame kendaraan/ reklame berjalan dilakukan berdasarkan azas domisili
yaitu kendaraan yang memiliki nomor polisi Kabupaten Tulang Bawang.
Pemungutan Pajak Reklame kendaraan/ Reklame berjalan juga dilakukan bagi kendaraan
dengan nomor polisi diluar Kota Bandar Lampung yang pangkalan/ poolnya berada di
Kabupaten Tulang Bawang.

Pemungutan pajak reklame dihitung berdasarkan panjang dan lebar penulisan.

Pasal 12

Pemungutan pajak Reklame dilakukan sejak Reklame tersebut diselenggarakan/ dipasang.

BAB VI
KENTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

1) Bupati dapat memberikan keringanan dan atau pembebasan pajak terhadap Reklame yang

2)

bertujuan sosial dan kepentingan umum.
Untuk mendapatkan keringanan dan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Bupati.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daecrah Kabupaten Tulang

Bawang.

S— - Ditetapkan di : Menggala
e BUPATLH ¥ .
f.ZfET‘EEKDAKABr Pada tanggal :§& ﬁqup\—up 2011

SIRTENI |.... BUPATI TULANG BAWANG,

DURACHMAN SARBINI

e ——— U S

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal 12 f’quﬂ—m\ 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR...........



LAMPIRANTI :

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

! NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL 2011
TABEL I
DAFTAR NILAI STRATEGIS REKLAME PER M?/HARI
a. Reklame Billboard, Papan, Spanduk / Umbul — umbul, Layar :
Ketinggian / Sudut Pandang / Rp.
N Lokasi Dalam -
° okasl 0-10m 10-20 m 20-30 m Diatas 30 m
ruang
4< 3< 2< 1< 4< 3< 2< 1< 4< 3< 2< 1< 4< 3< 2< 1<
1 | Jalan Utama 300 2845 2560 | 2160 | 2000 | 3125 | 2885 | 2625 | 2350 | 3560 | 3380 | 3100 | 2810 | 4095 | 3625 | 3545 | 3260
2 | Kelas I 165 2325 2100 1835 1625 | 2725 | 2525 | 2245 | 2150 | 3125 | 2910 | 2675 | 2430 | 3535 | 3325 | 3075 | 2835
3 | Kelasll 100 1625 1425 1265 1150 | 2195 1935 1725 1435 | 2435 | 2195 1945 1705 | 2755 | 2510 | 2265 | 2025
4 | Lingkungan 65 875 685 500 425 995 810 645 475 1050 885 725 560 1165 1005 845 720
Keterangan :
1< = Satu sudut pandang
2<  =dua sudut pandang
3<  =tiga sudut pandang
4< = empat sudut pandang




. Reklame Film & Slide

Reklame Suara

. Reklame Kendaraan / Reklame berjalan

Reklame Peragaan

1. Peragaan diluar ruangan yang bersifat permanen
2. Peragaan yang tidak permanen

Reklame Selebaran

. Reklame Udara

|| ARERATy

: Khusus di TV Rp. 10.150,-/detik diluar TV Rp. 1.550/detik minimal
: Rp. 200,-/15 detik minimal dihitung 15 detik

: Rp. 1.325,-/m%hari

: Rp. 12.150,-/hari sekurang — kurangnya 30 hari
: Rp. 2.150,- setiap kali peragaan
: Rp. 125,-/lembar sekurang — kurangnya 1000 lembar/penyelenggaraan

: Rp. 1.250.000,-/peragaan paling lama 1 bulan

BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL 3 2011

TABEL II
DAFTAR : NILAI PENYELENGGARAAN REKLAME BERDASARKAN
BAHAN DASAR PEMBUATAN

NILAI PENYELENGGARAAN BERDASARKAN BAHAN DASAR PEMBUATAN

) Neon sign/
Jenis | Alumunium/ | Papan/ | Kain/ | Palstik/ | Kertas/ | Film/ | Balon/
Neon box
Reklame m2/Rp. m2/Rp. | m2/Rp. | m2/Rp. | m2/Rp. | m2/Rp. | m2/Rp.
m2/Rp.
230 200 5 : - - - 350
: . 160 : . : 5 i
- - - 2 1.5 = ” -
- - - - - 80 - »
- - - - - - 160 -
230 200 - - - - - -
(AF KODRBINY

AIEBUPATY | -
/ SEKDAKAB; ¥
3! ASISTEN I
ALASISTEN
:! ASISTENXE |..-.
 CEAG HUKUM




DAFTAR KELAS JALAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

LAMPIRAN I

- PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
TAHUN 2011

NOMOR
TANGGAL :

2011

DATA JALAN NASIONAL, PROPINSI DAN KABUPATEN DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG (SUMBER DATA DINAS PUKABUPATEN TULANG BAWANG)

JALAN NASIONAL(JALAN UTAMA)
No Nomor Ruas Nama Ruas Panjang Lebar Jenis Permukaan Kondisi Permukaan
, (KM) (M) Bail Sedang | Rusak | Rusak Berat
Bl el I e )| e iy Tt e S R va g e SRR e R e | s
1 013.1 Terbanggi Besar Bujung Tenuk 4921 6.00 Aspal Baik - = =
2 062.1 Bujung Tenuk Simpang Pematang 61.59 6.00 Aspal Baik - = :
3 062.2 Simpang Pematang Pematang Panggang 20.30 6.00 Aspal Baik = = =
TOTAL PANJANG JALAN NASIONAL 131.1
JALAN PROPINSI(KELAST)
o Nomor Ruas Nama Ruas Panjang (KM ) | Lebar (KM) Jenis Permukaan Bailk Sedang rusak rusak Berat
1 013.2 Bujung Tenuk Menggala 5.76 4.50 Aspal Baiic - = -
2 046 Bujung Tenuk Panaragan 20.94 4.50 Aspal - - Rusak #
3 063 Sp. Mesuji B Wiralaga 38.46 4.50 Aspal - - Rusak =
4 064 Bandar Abung Gunung Batin 33.32 4.50 Aspal 3 - Rusak -
> 065 Daya Murni Sp. Panaragan 15.99 4.50 Aspal Baik - 2 =
6 071,2 Tajab Sp. T. Randu 53.45 450 Aspal E & d Rusak Berat
7 073,1 Sp. Penawar Gd. Aji. Baru 20.00 4.50 Aspal = = Rusak -
8 0732 |Sp. Gd. Aji Baru Rawa Jitu 40.75 4.50 Aspal - = = Rusal Berst
J 074 Sp.Asahan Mesuji E 22.30 4.50 Aspal 4 - Rusak -
10 081 Panaragan T'ajab 4330 4.50 Krikil 3 = - Rusak Berat
11 075 Sp. Mesuji D Mesuji D 18.00 4.50 Aspal = - - Rusak Berat
TOTAL PANJANG JALAN PROPINSI 317.27
PETA JARINGAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il TULANG BAWANG :j
DAFTAR RUAS JALAN KABUPATEN (KELAS II) - ; Ket
No | Nomor Ruas Nama Ruas Jalan Panjang ( KM ) Ket Nomor Ruas Nama Ruas Jalan Panjang (KM )
1 001 JIn. Cendana Sp. Cemara 1.00 018 JIn. Mulyo Kencono Pulung Kencono 6.20
2 002 JIn. Sp. Cendana Pengaringan 1.00 019 jIn. Penumangan Baru Penumangan lama 5.30
3 003 JIn. Sp. Pengaringan Talang Tembesu 1.00 020 Jln. Penum:angan Baru Panaragan Jaya 9.30
4 004 JIn. Cemara Kantor Bupati 600 021 JIn. Sp. Penumangan Baru Sp. Pasar Tirta Kencana 3.00
5 005 JIn. Damar Sp. Panaragan 210 022 JIn. Tirta Kencana Candra Kencana 7.10
6 006 JIn. Rengas Cendung Sp. Mulyo Kencono 12.00 023 JIn. Pasar Tempel Mulyo Asri 9.60
7 007 JIn. IV. Ujung Gunung Kampung Palembang 2.50 024 JIn. Mulyo Asri Margo Mulyo 6.00
8 008 JIn. Tiuh Tohow Mulyo Kencono 10.20 025 Jln. Sp. Panaragan Menggala Mas 3.00
9 009 JIn. Strat [1] { Buay Bulan ) Kampung Palembang 4.00 026 JIn. Pagar Dewa Bu. Lu (Pagar Iman) 9.60
10 010 JIn. Strat IV Menggala 2.13 027 JIn. Kibang Budi Daya Gunung Terang |_2-70
11 011 Jin. Strat V Menggala 1.81 028 JIn. Sp. lII Tirta Kencana Tirta Kencana 5.10
12 012 JIn Akasia Iln. Cemara 0.63 029 JIn. Kibang Budi Daya Etanol 4.95
13 013 JIn. Tegamouan/ Strat [11 IIn, Senayan 1.94 030 JIn. Kibang Yekti jaya Sp. V (Gunung Agung) 6.50
14 014 JIn. Sahmin P. Negara Strat V 0.23 031 Jin, Daya Murni Margo Mulyo 5.00
15 015 JIn. St. Ratu Bina Stara Strat V 0.25 032 JIn. Margo Mulyo Daya Sakti 8.10
16 016 JIin, Makdum Strat V 0.28 033 Jin. Makart: BTS. Lu (B.Raharja) 4.40
17 017 Jin. Cokro \minoto Lintas Timur 133 034 Jin. Makart: BTS. LU (B.p. Sakti) _5.00




-

LINGKUNGAN

No { Nomor Ruas Nama Ruas Jalan Panjang (KM ) | Panjang (KM )| Nomor Ruas 'ama Ruas Jalan Panjang (KM ) Ket
18 035 Jin, Daya Mumi K. raharja Kerta Sari 8.10 8.10 076 Jin. Pagar Iman ) Bandar Dewa 10.060
19 036 Jin. Daya Sakti Sp. Karta Raharja 5.74 077 Jin. Sp. V Tegal Muldi Tegal Mukti 3.00
20 037 Jin. Sp karta raharja Marga Kencana 4.30 078 Jin. Tegal Mukti K Gedung Ratu 20.00
21 038 Jin. Margo Kencono Kagungan Ratu 3.75 079 JIn. Tri Jaya 1) Tri Tunggal Jaya 6.00
22 039 Jin. Sp. Panaragan Jaya Kagungan Ratu 3.60 080 JIn. Mekarsari 1 Bujung Buring 10.00
23 040 Jin. Kagungan ratu Karta 5.10 081 Jin. Tanjung Sari Tri Karya Mulya 7.50
24 041 Jin. Sp. Gedung ratu Gedung Ratu 4.00 082 Jin. Tri Karya Mulya Harapan Mukti 13.00
25 042 Jin. Gunung Katun Gunung Katun 4.00 083 Jin. Brabasan Muara Tenang 11.00
26 043 JIn. Karta Raharja Bts. Lu.(Pakuan ratu) 7.40 084 Jin. Muara Tenang Marga Jadi 9.60
27 044 JIn. Pulung Kencono Marga Kencana 2.20 085 JIn. Marga jadi Tanjung Menang 10.00
28 045 Jin. Unit 11 Etanol Sp- Unyil/ Gng Agung 11.70 086 Jin. Sp. Harapan Mukti! Harapan Mukti 10.00
29 046 Jin. Unit I Moris Jaya C. Karya B. Jaya 9.50 087 JIn. Sinar laga Wira Jaya 7.00
30 047 JIn, Toto Mulyo Setia Bumi 5.60 088 Jin. Sinar Laga : Muara Tenang 7.00
31 048 JIn, Setia Bumi Sumber Rejo 5.10 089 Jin. Gedung Ram ) Bujung Buring 10.00
32 049 JIn. Simpang Pematang Tanjung sari 22.00 090 Jin. Tanjung Menang ' Talang Batu 5.00
33 050 JIn. Budi Aji Marga Rahayu 7.80 091 JIn. Sp. Wira Laga Sungai Badak 4.00
34 051 Jin. Budi Aji Mukti Karya 4.40 092 Jin. Tri Karya Mulya Sri Tanjung 30.00
35 052 Jin. Mukti Karya Adiluhur 10.00 093 Jin. Sri Tanjung Kagungan Dalem 7.00
36 053 Jin. Brabasan Mekar sari 4.00 094 Jin. Toto Mulyo Marga Jaya 15.00
37 054 Jin. Sp. Brabasan Tanjung Menang 10.00 095 Jin. Suka Jaya . Marga Jaya 15.00
37 055 Jin. Aji Jaya KNPI Kecubung Jaya 5.50 096 Jin. Suka Jaya ' Sp. Suka Jaya 3.00
39 056 Jin. Kecubung Jaya Kecubung Mulya 4.00 097 Jin. Toto Katon Margo sari 6.00
40 057 Jin. Panduan Rajawali karya Bakti 4.00 098 JIn. Marga jaya Tunas jaya 16.00
41 058 Jin. Mulya Aji Suka Makmur 8.00 099 JIn. Sp. Wono dadi Panca Marga 12.00
42 059 JIn. Suka Makmur Pasar Batang 4.0 100 JIn. Sp. Wono Dadi Wono Dadi 10.00
43 060 JIn. Suka Rame Bina Bumi 4.00 101 Jin. Toto Mulyo Marga Mulya 12.00
44 061 Jin. Bangun Rejo Panca Tunggal Jaya 8.00 102 Jin. Marga Mulya Tunas jaya 15.00
45 062 JIn. Karya Makmur Gedung Rejo Sari 4.00 103 Jin. Marga sari Marga Mulya 8.00
46 063 JIn. Gedung Harapan Gedung Asri 4.00 104 JIn, Mulya Jaya Bumi Harapan 10.00
47 064 Jin. Wono Rejo Sumber Sari 8.00 105 Jin. Bumi Harapan | Kebon Dalem 6.00
48 065 Jin. Wirajaya Aji Jaya 10 60 106 Jin. Kibang Yakti Jaya| Setia Bumi 5.00
49 066 Jin. Kecubung Mulya Panduan Rajawali 4.10 107 Jin. Tri Tunggal Jaya Murni 5.00
30 067 JIn. Sp. Karya Bakti Sukarame 4.00 108 JIn. Mekar Jaya Suka Jaya 5.00
sl 068 Jin. Karya Bakti Bina Bumi 4,00 109 Jin. Bangun jaya ) Jaya Murni 15.00
32 069 Jin. Sukarame Gedung harapin 5.00 110 Jin. Catur karya L Ringin sari 11.00
33 070 Jin. Gedung Rejo sakti Pasar Batang 4.10 111 JIn. Panca Karsa i Mekar Indah 12.00
34 071 Jin. Gedung Harapan Karya Makmur 4.0 112 Jin. Tunggal wira jaya M Moris Jaya 6.00
35 072 jin. Karya Makmur Wonorejo 3.00 113 Jin. Tanjung wira Jaya ) Talang Buah 8.00
36 073 Jin. Mulya Asri UPTGA2B-SP 5 3.00 114 JIn. Talang Buah . Suka raja 5.00
67 074 Jin, Gedung Harapan Panca Tunggal Jaya 8.110 115 Jin, Suka Raja [ Penawar 7.00
38 075 Jin. Gedung Rejo Sakti Gedung Asri 8.00 116 Jin. Sp. Penawar ) Penawar Jaya 5.00
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